
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.n 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Ncgara RepubJik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang­
Undang Nornor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas
Undana- 'T'f1hl n n 4. ti"nr4T'\ (;"'n-tprint-;."l ...

2. Undang-Undang Nemer 7 Tahun 2003 ten tang Keuangan Ncgara
(Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

J. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang Pembentukan
Dacrah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat:

c. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dirnaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati ten tang
Perubahan alas Peraturan Bupati Ogan Komeriog Ilir Nomor 665
Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Hir-;

b. >bahwa Kerua DPRD Kaoupaten Ogan Komering llir dengao surarnya
tanggal 20 April 2015 Nomor ; 100/373/DPRD-OKlj2015 telah
rnengusulkan perubahan Peraruran Bupati Ogan Komering llir
sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, khususnya yang berkaitan
dengan ungkat perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
agar discsuaikan dengan Standar Perjafanan Dinas Kepala Daerah;

Menimb..'lng: a. bahwa biaya perjalanan dina. untuk Pcjabat Dacrah, Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering lIir tetah diarur dalam
Pasal 14 Peraturan Bupati Ogan Komering Itir Nornor 665 Tahun
2014 teruang standar Biaya Kabupaten Ogan Komcriog llir Tahun
Anggaran 2015;
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ME:MUTUSKAN...

10. Peraturan Bupati Ogan Komering ttir Nomor 665 Tahun 2014
tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering llir Tahun
Anggaran 2015);

9. Peraturan Oaerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pernbenrukan
Organisasi dan Tara Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupatcn Ogan
komertng Ilir [Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering llir
Tahun 2008 Nemer 4) seoagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 ten tang Pembentukan
Organisasi dan Tate. Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupatcn Ogan Komering llir
Tahun 20 I0 Nomor6);

c

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

7. Pcraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahim 2006 tenta ng
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menter; Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 20 II ten tang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pcngelolaan Keuangan Dacrah (Berita N.egara Republik
Indonesia Tahun 2011 NomorSIO);

c

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan
Keuangan Daerab [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah bcberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraruran Pernerintah Nomor 21 Tafum 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);
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a. Moda transportasi udara:
1) Untuk Bupatij Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Kerua

DPRDmcnggunakan tarif/kelas bisnis;
2) Untuk anggota DPRD dan Pegawai Lainnya

menggunakan tarif/kelas ekonomi;

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 5 (lima)
tingkat, Yaitu:
a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua dan Wakll

KetuaDPRD;
b, Tingkat B untuk Sekretaris daerah/ Anggora, DPRD dan

Peiabat EselonII;
c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon IIIdan PNS 001. IV;
d. Tingkat 0 untuk Pcjabat Eselon IV dan PNS 001. III/c

keatas,
e. 1'ingkat E untuk PNS sampai dengan Gol Ill/b.

(2) Bagi Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas
unruk kepentingan Pcrnerintah Daerah atas perinrah peiabat
berwenang biaya perialanan dinas disamakan dengan tingkat D.

(3) Selain Pejabat Daerah dan Pegawai Ncgeri dapat melakukan
perjalanan dinas luar daerah seizin Peiabat Dacrah, dan biaya
perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat scbagaimana
dimaksud dalam ayat (I) menurut tingkat
pendidikan/keparutan/rugas yang bersangkutan.

(4) PNS Golongan I/Il dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan
perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus,
seperti dalam bal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat
bersangkutan dan benar...benar diprioritaskan untuk tennga
teknis yang mempunyai keahlian.

(5) Klasifikasi kelas rcda transportasi untuk masing-masing tingkat,
sebagaimana dima.ksud dalam ayac (1),diarur sebagai berikut:

Pasal 14

Beberapa ketentuan dalam Peraturan 6upati Ogan Komering HiTNomor
665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering lIir
Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Bab VB Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal I

PERATURAN BUPATl OGAN KOMERING ILIR TENTANO PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPA'!'I OG!\N KQMERING ILIR NOMOR 665
TAHUN 2014 TENTANO STANDAR BIAYA KABUPATEN QGAN
KOMERING ILlRTAHUN ANGOARAN 2015.

MEMUTUSKi\N:

3'
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BERITA DAERAHKABUPATENOGAN KOMER)NGILIRTAHUN 2015 NOMOR:34lj

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal ~8.q~(JJ1'Vl 2015IBUPATI OGAN KOMERING fLlR,!

Diundangkan eli Kayua.,.,oung
pada tanggai J8 A6UfTIJJ 20 IS

11] jsEKRE:rARlS D!lERAH K PATENOGAN KOMERING ILIR!
C

c

Peraturan Bupati Ogan Komering llir tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 665 Tahun 2014 tentang
Standar Biaya Kabupatcn Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap 'orang mengetahuinya, rncmerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya datam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

•

PasallI

b. Moda transportasi darat /kereta api dan air:
1) Untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua

DPRDmenggunakan tarifj kelas super eksekutif;
2) Untuk anggota DPRD dan Pegawai Lalnnya

menggunakan tariff kelas eksekutil.,.
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c

(dalam rupiah
Dalam Kota

No. Daerah Tujuan Satuan Luar Kota Lebih Dari 8 Diklat(Delapan)
Jam

1. Acch OH 360.000 140.000 110.000
2. sumatera Utara OH 370.000 150.000 J 10.000
3. Riau OH 370.000 150.000 110.000
4. Kep. Riau OH 370.000 150.000 110.000
5. Jambi OH 370.000 150.000 110.000
6. Sumatera Barat OB 380.000 150.000 110.000
7. sumatera Selatan on 380.000 150.000 110.000
8. Larnpung OH 380.000 150.000 110.000
9. Bengkulu OH 380.000 150.000 110.000
10. Bangka Belitung OH 410.000 160.000 120.000
11. Banten OH 370.000 150.000 110.000
12. .Jawa Barat OH 430.000 170.000 130.000
13. DK!. Jakarta OR 530.000 210.000 160.000
14. .Jawa Tcngah OR 370.000 lSO.000 110.000
15. D.I Yogyakarta OH 420.000 170.000 130.000
16. Jawa Timur' OH 410.000 160.000 120.000
17. Bali OH 480.000 190.000 140.000
18. N'l$3. Tenggara Barat OH 440.000 180.000 130.000
19. Nusa l'enggara Timur OR 430.000 170.000 130.000
20. Kalimantan Barat OH 380.000 \50.000 110.000
21. Kalimantan Tengah OH 360.000 140.000 110.000
22. Kalimantan Selatan 01-1 380.000 150.000 110.000
23. Kalimantan Timur OR 430.000 170.000 130.000
24. Kalimatan Utara OH 430.000 170.000 130.000
25. Sulawesi Utara OR 370.000 150.000 110.000
26. Gorontalo OR 370.000 150.000 110.000
27. Sulawesi Barat OR 410.000 160.000 120.000
28. Sulawesi Selatan OH 430.000 170.000 130.000
29. Sulawesi Tengah OH 370.000 150.000 110.000
30. Sulawesi Tenggara OH 380.000 150.000 110.000
31- Maluku . OH 380.000 150.000 110.000
32. Maluku Utara OH 430.000 170.000 130.000
33. Papua O~I 580.000 230.000 170.000
4 P n R· r t ...~(l (l(l ,0 nnn , nnn

c

1. Satuan Biaya Uang Harlan Perjalanan Dinas dan Uang Diklat.

A. Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Daerah, DPRDDan Pegawai Neg.ri Sipil

RINC1ANBIAYA I'I':RJALANAN D1NASKI':PALA DAERAH, DPRD
DAN PEQAWAI NEGER! SIPIL DILlNGKUNGAN PEMERINTAH

lKABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

LAMPIRAN n :PERUBAHAN PERA1'URAN BUPATI OGAN
KOM£R1NG fUR
NOMOR :.31<1 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 ~V5(\J<;2015
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c·
(Dalarn Rupiah)

No. Uraian Gol. A Gol. B Gol. C Gol. D Gol. 8

1. AG'¢h 4.420.000 1.308.000 .1.080.000 410.000 370.000
2. sumarera Utara 4.960.000 1.214.000 703.000 505.000 310.000
3. Riau 3.817.000 1.168.000 868.000 450.000 380.000
4. Kep.Riau 4.275.000 1.285.000 650.000 502.000 280.000
5. Jambi 4.000.000 1.176.000 697.000 382.000 290.000
6. Surnatera Barat 4.240.000 1.155.000 884.000 477.000 370.000
7. Sumate,a Selatan 4.680.000 1.228.000 605.000 514.000 310.000
8. Lampung 3.960.000 1.299.000 790.000 374.000 356.000
9. Bengkulu 1.300.000 790.000 712.000 599.000 510.000
10 Bangka Belitung 3.335.000 1.310.000 850.000 533.000 304.000
11. Banten 3.808.000 1.430.000 1.024.000 797.000 400.000
12. .JawaBarat 3.664.000 1.753.000 949.000 515.000 463.000
13. DKl.Jakarta I 8.720.000 1.086.000 800.000 6]0.000 400.000
14. uawa Teogah 4.146.000 1.478.000 1.024.000 497.000 350.000
15. D.! Yogyakarta 4.620.000 1.334.000 747.000 629.000 461.000
16. -Jawa Timur 4.400.000 1.359.000 841.000 499.000 329.000
17. Bali 4.881.000 1.810.000 1.304.000 904.000 658.000
18. NTB 3429.000 2.738.000 737.000 540.000 360.000
\9. NTJ' 3.000.000 1.000.000 700.000 662.000 400.000
20. 'Kalimantan Sarat 2.400.000 1.130.000 866.000 430.000 361.000
21. Kalimantan Tengah 3.000.000 1.596.000 923.000 558.000 436.000
22. Kalimantan Selatan 4.250.000 1.679.000 816.000 500.000 379.000
23. Kalimantan Timur 4.000.000 3.021.000 1.596.000 550.000 450.000
24. Kalimatan Utara 4.000.000 3.021.000 1.596.000 550.000 450.000
25. Sulawesi Utara 3.200.000 1.553.000 640.000 549.000 342.000

c

C. Satuan Biaya Pcnginapan Pcrjalanan Dina.

No. Uraiao Golongan A Golongan B Golongan C Gotongan D

Uang Sakuj hari I

1. -7haris/dl Rp.150.000 Rp. 125.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000
bulan

- 1 bulan kcatas Rp. 100.000 Rp. 80.000 Rp. 60.000 Rp.40.000

B. Uang Saku Daiam Mengikuti Diklat/ Asistensi/Bimbingan 'l'ckni.s.

6
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I) Untuk biaya transportasi perialanan dinas dari kccamatan dan desa-desa
dalam wilayahnyadisesuaikan dcngan jarak tempuh dengan nilai maksimal
Rp.200.000,-.

2) Untuk biaya transportasi perjalanan dinas antar kecamatan dapat
menyesuaikan dengan kriteria wilayah dan jarak tempuh.

3) Perjalanan dinas dalam tbukota Kabupaten Ogan Komering IUr tidak
dibayarkan kccuali pelaksanaan rugas lebih dan 8 (delapan) jam.

4) eaoroan transport untuk wilayah perairan oagi kecarnatan Tulung Selapan,
Cengal, Sungai Menang, dan Air Sugihan sebesar Rp. 3.000.000,­
(pp)/kebcrangkatan.

Dalam hal pclaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan Iasiliras hotel
atau tempat penginapan Iainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biava
30% (tiga puluh perscn) dan tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan
...:.... I,. ... 1 1 • , ,." •

2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1) Pejabat daerah/ peiabat strukrural yang menggunakan kendaraan dinas
unruk perjalanan dinas ke luar daerah dalarn Provinsi Surnatera Selatan
diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM)non subsidi dan dibayarkan sccara at
cost.

2) Pejabat Dacrah/Pejabat Struktural yang menggunakan kendaraan umum
untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalarn Provinsi Sumatera Selatan
dapat mernbuat Surat Pernyataan (pada Lampiran Ill) scbagai
pertanggungjawaban, I

3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang mcrnakan wakru lebih dari ~
6 (enaml jam kurang dan s 8 [delapan] jam, diberikan biaya perjalanan dinas
setinggi-tingginya 60%(enam puluh persen) dan uang harian.

C

1. Perjalanan Dinas KeJuar Daerah Kabupate,n Ogan Komczing Ilir Dalam
Provinsi Sumatera Selatan

B. SATUANBIAYATRANSPORT PERJALANANDINAS

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan
tugas untuk meugikuti kegiatan pendidikan dan pelauhan yang diselenggarakan diC dalarn kota yang melcbihi 8 (dclapan) jam atau diselenggarakan di IUMkota.

Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupau, pejabat eselon 11
dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dina. jabatan dalam rangka
pelaksanaan tugas dun fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur
dalam Perat ..iran Menteri Kcuangan rncngcnai Pcrjalanan Dinas Dalarn Ncgcri

Satuan biaya uang harlan perjalanan dinas datan negeri mer-upakan penggantian
biaya kcpcrluan schari-hari Pcgawai Apararur Sipil Negara dalarn rnenjalankan
perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

A. SATUANBIAYAUANGHARIANPERJALANANDINAS, UANGDIKLAT DANUANG
REPRESENTASI

PENJELASANLAMPIRANII PERUBAHANSTANDARBIA'VATA. 2015
•
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Uang harian Paket Fullboard di Luar KOla. Paket Fulboard dan Fullday/Halfday di
Dalam Kota.
Uang Harian Paket FuUboarddi Luar KOla.Paket Fullboard dan FulldayjHalfday di
Oalam Kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian lJang
Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan PulldayIHalfday di
Dalam Kola kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/ perternuan yang
diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket
kegiatan rapar/pertemuan paket Iullboard di Luar Kota serta kegiatan
rapatj pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud
dalam sattlan biaya paket kegiaran rapat/ pertcmtlan paket fuUboard dan
ftllldayIbalfday di dalam kOla.

D. SATUANBIAYARAPAT/PERTEMUAN

Satuan biaya taksi perjalanan dinas mcrupakan satuan biaya yang digunakan
untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali pcrjalanan taksi dari kantor
tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan
atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat rujuan
di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
Contoh perhitungan alokasi biaya taksi :
Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari
Palembang kc Jakarta. maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :
I.Berangkai

a. Biaya taksi dan tempat kedudukan di Palernbang ke Bandara; dan
b. Biaya taksi dari bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) ke tempat tuiuan

(hotelIpenginapan Zkantor di Jakarta).
2. KembaJi

a. Biaya taksi dari hotelypenginapanj'kantor- Pakartaj ke Bandara Soekarno­
Hatta;dan

b. Biaya taksi dari bandar ke 1bu KotaPalcmbang.
c

C. SATUANBIAYATAKSIc

saruao biaya uket pesawat perjatanan dinas Iuar negeri (PP) merupakan saruan
biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket
pesawat udara dan bandara di Jakarta ke berbagai bandera kota rujuan di luar
negeri Pergi Pulang (PPj. Satuan biaya tiket rermasuk biaya asuransi, tidak
termasuk airport tax serta biaya rctribusi lainnya.

4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP)

- Satuan biaya uket pesawat perjalanan dinas dalum negeri adalah eatuan
biaya unruk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP)dari bandara
keberangkatan suatu kala ke bandara kota cujuan dalam perencanaan
anggaran. Dalam petaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas
dalam negeri menggunakan mctodc at cost (scsuai pengcluaran).

3. Satu= Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dina. Dalam Negeri (PP)

s
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